ABSTRAK

Banyaknya regulasi di daerah yang kurang memperhatikan aspek persaingan
usaha sehat sangat rentan mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha
tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan salah satu tugasnya pada
huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah memberikan saran dan
pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu saran dan
pertimbangan diberikan kepada Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Produk Ungulan Daerah yang rekomendasi dari saran dan
pertimbangan tersebut tidak dilaksanakan, dari saran dan pertimbangan tersebut
Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengindikasi adanya ketentuan salah satunya
pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung yang dapat menyebabkan terjadinya
praktik persaingan usaha tidak sehat. Adanya indikasi tersebut dengan
menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan masalah menggunakan
pendekatan perundang-undangan, diperoleh suatu hasil penelitian bahwa adanya
ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung dapat berpotensi terjadinya
praktik persaingan usaha tidak sehat. Potensi tejadinya praktik persaingan usaha
tidak sehat tersebut disebabkan karena adanya potensi pelanggaran prinsip-prinsip
persaingan usaha dan ketentuan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999. Sehingga perlu adanya tambahan ketentuan mengenai rekomendasi
yang diberikan pada pemerintah daerah, agar Pemerintah Daerah menjalankan
rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam
rangka mencegah terjadinya praktik persaingan usaha di daerah.

Kata kunci: Potensi, Praktik Monopoli, Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun
2015



ABSTRACT

The number of regulations in areas that are less concerned about the aspect of fair
business competition is very susceptible cause the unfair business competition
practices. Business Competition Supervisory Commission with one of its duties in
letter e of Act Number 5 Year 1999 is to give suggestion and consideration to
Government policy related to monopolistic practices and or unfair business
competition. One of the suggestions and considerations is given to Tulungagung
Local Regulation No. 4 Year 2015 on Superior Regional Product Management
which is recommended from suggestion and consideration is not implemented,
from the suggestion and consideration, the Business Competition Supervisory
Commission indicates the existence one of the provisions in Article 11 paragraph
(2) of Tulungagung Local Regulation that can lead to unfair business competition
practices. The existence of these indications by using normative research methods
and problem approach using the legislation approach, obtained a research result
that the existence of provision of Article 11 paragraph (2) Tulungagung Local
Regulation can be potentially lead an unfair business competition practices. The
potential of such unfair business competition practices is caused by potential
violations of the principles of business competition and regulatory provisions in
Act Number 5 Year 1999. Hence, it is necessary to provide additional provisions
concern about the recommendations that is given to the local government, in order
the Local Governments implement the recommendations given By the Business
Competition Supervisory Commission to prevent the occurrence of business
competition practices in the regions.

Keywords: Potential, Monopolistic Practices, Local Regulation Tulungagung
Number 4 Year 2015
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